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PUTUSAN
Nomor I
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara
perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara gugatan antara:

Y. Yudi Lesmana, bertempat tinggal di [N
I = -okayang, sebagai Penggugat;

Lawan:

Melitina, bertempat tinggal di || KGN
I sintong, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22

Oktober yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bengkayang pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam Register Nomor

I -oh mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Katolik dan telah
dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [ G
tertanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 anak
bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Sintang pada
tanggal 2 Februari 2012;

3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang
diakibatkan adanya ketidakcocokan di antara Penggugat dan Tergugat
dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku
Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda
pendapat dengan Penggugat;

4. Bahwa dalam beberapa kali perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat, paling sedikit 7 (tujuh) kali Tergugat minta cerai

dan minta dikembalikan ke orang tua nya;
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5. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran yang sering terjadi tersebut,
Tergugat telah kembali ke rumah orang tua nya di Sintang sejak bulan
Agustus 2015 dan tidak pernah kembali ke rumah sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah
tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan
permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah
berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan
selalu menemui jalan buntu;

7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat — Tergugat tidak
dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

8. Bahwa secara Adat Dayak, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah diputuskan pisah berdasarkan Keputusan Temenggung Adat Dayak
Kabupaten Sintang Nomor: [ EGcNcINENININININIIINNIDEEE -00-
29 Agustus 2015 bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
menjadi PUTUS dan berakhir karena Perceraian;

9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah
tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu
cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian
berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bengkayang menyatakan perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala
akibat hukumnya,;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka
Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang c.q. Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan
Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan
pada tanggal 15 Oktober 2008 sebagaimana telah dinyatakan sah
berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang putus karena
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perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang atau pejabat yang
ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia
untuk itu;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain supaya hadir untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah
dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 25 Oktober 2019
dan tanggal 5 November 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak
disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan
menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut
tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil
dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan redaksi
petitum sebagaimana mestinya yang akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 dan pasal-pasal lain dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat telah
dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya dengan verstek;

3. Menyatakan perkawinan Penggugat
dan  Tergugat sebagaimana tercatat dalam Register  Akta
Perkawinan/Kutipan Akta Perkawinan Nomor ||l tangoal 3
Agustus 2009 putus karena perceraian;

4, Memerintahkan Panitera Pengadilan
Negeri Bengkayang supaya mengirim salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten
Bengkayang agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta
Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh
sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019,
oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta
Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Bengkayang Nomor | . 21002 22 Oktober 2019, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Ari, S.H.,

Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

DONI SILALAHI, S.H.

Panitera Pengganti,
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ARI, S.H.
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Perincian Biaya Perkara.

Pendaftaran : Rp30.000,00

ATK : Rp50.000,00

Panggilan : Rp253.000,00

PNBP Panggilan Pertama : Rp20.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Leges : Rp10.000,00

Meterai : Rp6.000,00  +

Jumlah : Rp379.000,00

Terbilang : (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
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